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ABSTRAK 
KUNTUM S.SITORUS (B 111 10 257), Efektivitas Undang-Undang No. 15 
Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Perdagangan Barang-Barang 
Bermerek Palsu Di Kota Makassar dengan dosen Hasbir Paserangi selaku 
pembimbing I dan Tenri Famauri selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-undang No. 
15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Perdagangan Barang-Barang 
Bermerek Palsu di kota Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
Disperindag dan Kanwil Departemen Hukum dan HAM dalam menurunkan angka 
perdagangan barang bermerek palsu di kota Makassar. Penelitian ini 
dilaksanakan di kota Makassar yang menjadi objek penelitian adalah pedagang 
dan masyarakat di kota Makassar. 
Sumber data yang digali dalam penelitian ini antara lain melalui 
kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, dan sumber lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis 
hasil penelitian, wawancara dengan pihak Disperindag, pihak Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM dan Pengadilan Niaga, serta kuesioner yang 
digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Pendekatan 
yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu bersifat sosiologis 
hukum yaitu cara pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam 
masyarakat atau sesuai dengan fakta yang ada. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum efektif. Didalam Undang-
Undang Merek mengatur pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya dan 
mendapat perlindungan terhadap merek yang didaftarkan. Namun, pada 
kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek 
sehingga undang-undang yang seharusnya melindungi pelaku usaha menjadi 
tidak efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang 
No.15 Tahun 2001 Tentang Merek terhadap perdagangan barang-barang 
bermerek palsu di kota Makassar ialah faktor hukum, penegak hukum, sarana 
dan fasilitas serta kesadaran masyarakat akan hukum. Upaya yang dilakukan 
Disperindag  dalam menurunkan angka pelanggaran merek yang terjadi di Kota 
Makassar meliputi pengawasan berkala dan khusus namun upaya-upaya 
tersebut belum maksimal, karena pengawasan yang dilakukan Disperindag lebih 
mengkhususkan pada barang-barang elektronik sedangkan barang-barang lain 
seperti tas, baju, sepatu kurang diawasi perdagangannya. Sedangkan upaya 
yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ialah himbauan-himbauan 
kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran merek dan juga 
mengadakan seminar setiap tahun bekerja sama dengan Disperindag antar 
kabupaten. Tetapi dalam menjalankan upaya tersebut belum memperoleh hasil 
yang maksimal. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag 
dan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham dikarenakan sumber daya manusia 
yang menangani tentang merek masih kurang sehingga upaya tersebut masih 
kurang efektif dan  menyebabkan  pelanggaran merek masih terus berlangsung 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
   Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 
1997 hingga mencapai puncaknya pada Tahun 1999 memberikan dampak 
yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, 
meningkatnya pengangguran, menurunnya nilai investasi serta ekspor 
impor menjadi salah satu dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di  
Indonesia. Untuk menanggulangi hal tersebut banyak yang dilakukan 
pemerintah salah satunya ialah meningkatkan investasi modal asing 
dalam menanamkan modal di Indonesia dalam sistem Hak Kekayaan 
Intelektual (selanjutnya ditulis HKI)1. 
 HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian 
dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski 
terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota gradual dalam rangka 
mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang 
dan jasa dibiarkan bebas diduplikasikan  dan direproduksikan secara 
illegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan 
internasional.2 
 Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu 
sistem HKI yang baik, yaitu: HKI meningkatkan posisi perdagangan dan 
                                                          
1
Jurnal- Lukman – Kardinansa “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dari  
Tindakan Pelanggaran Hukum dari Merek Terkenal” (Universitas Brawijaya:2013) Malang,hlm 1  
2
 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Sinar Grafika: 2008),Jakarta , hlm 5 
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investasi, HKI meningkatkan teknologi, HKI mendorong perusahaan untuk 
dapat bersaing secara internasional, HKI dapat membantu komersialisasi 
inventoran dan inovasi secara efektif, HKI dapat mengembangkan sosial 
budaya, HKI dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan 
ekspor.3 Banyak keuntungan yang didapat oleh sistem HKI, karena HKI 
menjangkau bidang yang sangat luas. 
 Berkaitan dengan HKI Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati 
yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja 
Indonesia  juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. 
Namun tanpa disadari banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah 
terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran 
akan pentingnya aset kekayaan intelektual ini telah mengakibatkan 
kerugian yang besar bagi Indonesia.4 
  Globalisasi menghapus batas-batas negara sebagai dampak 
kemajuan teknologi informasi, sarana transportasi maupun tuntutan 
pergaulan internasional. Sementara globalisasi menyebabkan 
konsekuensi logis dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi  adalah 
penerapan perdagangan bebas dalam bentuk perdagangan barang dan 
jasa antar negara tanpa intervensi pemerintah. Dalam praktik, berbagai 
bentuk intervensi telah dikenakan dalam tingkatan tertentu suatu 
intervensi dapat dibenarkan terutama untuk kepentingan umum.5 
                                                          
3
 Lindsey, Tim, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, (PT. Alumni:2006), Bandung,hlm .78 
4
 Adrian Sutedi. Op.cit hlm.6 
5
 Erma Wahyuni, Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek,( Penerbit YPAPI:2007), 
Yogyakarta,hlm 10 
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 Saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat 
perhatian, baik di forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(Persetujuan TRIPS) dalam paket World Trade Organization (selanjutnya 
ditulis WTO) pada Tahun 1994 menandakan dimulainya era baru 
pekembangan HKI diseluruh dunia.6 
 Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO telah memiliki 
serangkaian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan HKI, 
menetapkan Undang-undang di bidang HKI, yaitu : Undang-Undang No.19 
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Undang-undang No.14 Tahun 2001 
Tentang Paten; Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek; 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; Undang-
Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-Undang No. 
32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang No. 17 Tahun 1994 
Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia); Undang-
Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan karya Cetak dan karya 
Rekam.  
 Ketentuan untuk melindungi merek terkenal berlaku bagi seluruh 
anggota Konvensi Paris dan penandatanganan Perjanjian TRIPS ( The 
                                                          
6
 Muhamad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HaKI, (Transmedia Pustaka:2008), Jakarta Selatan, 
hlm.6 
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World Trade‟s Organization‟s TRIPS Agreement) termasuk Indonesia 
yang juga turut meratifikasi kedua treaty tersebut masing-masing melalui 
Keppres No.15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 
24 Tahun 1979 dan Convention Establishing The World Protection 
Intelectual Property Organization dan Keppres No.7 Tahun 1994 Tentang 
Pengesahan Agreement Of Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia). 
 Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil 
produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan 
hukum lainnya; sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil 
produksinya cukup dengan menyebut mereknya; dan jaminan atas mutu 
barangnya.7 
 Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini, merek 
merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis 
karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern 
yang dapat digunakan sebagai Goodwill, lambang, standar mutu, sarana 
menembus segala jenis pasar dan diperdagangkan dengan jaminan guna 
menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih 
memudahkan konsumen mendapatkan produk yang akan dibeli oleh 
                                                          
7
 Ibid, hlm.50 
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konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, 
kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.8 
 Terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known/famous mark, 
dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang 
berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan 
perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena 
suatu merek terkenal mempunyai perluasan perdagangan melintasi batas-
batas negara. Ketentuan terkait perlindungan merek terkenal secara 
internasional diatur dalam The Paris Convention For the Protection of 
Industrial Property (Konvensi Paris) dan juga dalam TRIPS Agreement 
(Perjanjian TRIPS).9  
 Hal yang terjadi sekarang ini ialah banyaknya pelanggaran terhadap 
pemanfaatan merek-merek terkenal yang disebabkan karena menjanjikan 
keuntungan yang besar dengan menggunakan merek-merek terkenal 
dibandingkan dengan menggunakan merek sendiri. Dalam Undang-
Undang Merek Pasal 94 Ayat (1) yang tertulis “Barang siapa 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut 
diketahui bahwa barangdan/atau jasa tersebut merupakan hasil 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, 
dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah)”, dengan jelas dilarang tetapi yang terjadi sekarang ini khususnya 
                                                          
8
 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk  Merek Terkenal Terhadap Pesaingan Curang, (PT 
Alumni:2009), Bandung, hlm.2 
9
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di daerah Kota Makassar perdagangan barang-barang contohnya Tas 
Chanel yang palsu dijual bebas memiliki banyak peminat. Apalagi pada 
saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, 
banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan 
barang-barang bermerek yang asli dengan barang yang menggunakan 
merek yang palsu tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang 
asli. Banyaknya peminat dari barang-barang palsu ini disebabkan oleh 
harganya yang relatif murah dibandingkan dengan harga barang yang 
aslinya, apalagi dikalangan masyarakat ada dikenal barang kualitas super 
yang menurut mereka barang yang palsu tersebut kualitasnya hampir 
sama dengan yang asli dan harganya tentu saja terjangkau dan 
menguntungkan bagi para produsen.  
  Memanfaatkan merek terkenal produsen yang ilegal tidak perlu 
mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HKI atau mengeluarkan uang 
jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image). Mereka 
tidak perlu membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat 
menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal 
menjiplak produk orang lain. Secara ekonomi memang memanfaatkan 
merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta di 
lapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya 
beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil bergaya mutakhir. 
Bukan hanya tas banyak barang-barang palsu lain seperti baju, celana, 
jaket dan berbagai barang elektronik lainnya sangat mudah didapat dan 
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ditemukan di kota-kota besar khususnya Kota Makassar, peredarannya 
pun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah 
satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada 
harganya yang sangat murah. 
 Dengan adanya fakta diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali 
permasalahan HKI  khususnya merek yang terjadi di Indonesia khususnya 
Kota Makassar walaupun Undang-Undang  Merek sudah ada tetapi dalam 
kenyataannya masih banyak penyimpangan – penyimpangan yang terus 
terjadi padahal dengan adanya Undang-Undang yang mengatur 
diharapkan terciptanya kepastian dan keadilan bagi semua pihak. 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana efektivitas Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek Palsu di 
Kota Makassar ? 
2. Upaya apa yang dilakukan Disperindag dan Kanwil Kementerian 
Hukum dan HAM untuk menurunkan angka perdagangan barang 
bermerek palsu di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-undang No. 15 Tahun 2001 
Tentang Merek Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek 
Palsu di Kota Makassar. 
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2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Disperindag dan Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM untuk menurunkan angka 
perdagangan barang bermerek palsu di Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 
rangka penerapan ketentuan Undang-Undang Merek, guna 
terwujudnya efektivitas Undang-undang Merek kepada 
masyarakat. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran kepada pembaca baik dari kalangan teoritis maupun 
praktisi hukum, untuk penegakan Undang-Undang Merek 
sebagaimana mestinya.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Merek 
1. Pengertian 
 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah: 
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang atau jasa”.  
 Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 
2001 Tentang Merek (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi 
merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang 
digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang 
digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.10 
Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai 
berikut: 
a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
barang-barang sejenis lainnya. 
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 Ahmadi Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, (Raja Grafindo  
Persada:2005), Jakarta,hlm.11 
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b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-
jasa sejenis lainnya. 
 Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka 
kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek 
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek 
terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan merek sendiri tersebut atau memberikan izin kepada pihak 
lain untuk menggunakannya, kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang 
dimaksud dengan pihak dalam Undang-Undang Merek adalah seseorang, 
beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.11 
 Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut 
merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk 
menggunakan sendiri atau pemberian izin kepada orang lain atau 
menggunakan sebagaimana sendiri ia menggunakan. Pemberian izin oleh 
pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni 
memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu 
menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri 
menggunakannya.12 
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 Ibid, hlm.12 
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 Ibid, hlm.12 
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2. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan yang Ditolak 
 Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan 
pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu :13 
1. tidak dapat didaftarkan; 
2. harus ditolak pendaftarannya; 
3. diterima/didaftar. 
 Secara umum merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan 
yang diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Hal ini di atur 
dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek tidak 
dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di 
bawah ini : 
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
b. Tidak memiliki daya pembeda; 
c. Telah menjadi milik umum; 
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya. 
 Masing-masing unsur diatas selanjutnya di jelaskan sebagai 
berikut:14 
a. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas 
agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila 
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 ibid, hlm.13 
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pengguna tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, 
kesopanan, ketentraman, atau keagaman dari khalayak umum 
atau dari golongan masyarakat tertentu. Sebagai contoh, merek 
suatu barang yang haram untuk agama teretentu diberi tanda 
yang berupa simbol-simbol yang dihargai dalam agama 
tersebut. 
b. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda 
tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu garis atau satu 
tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.  
c. Tanda yang telah menjadi milik umum, salah satu contoh merek 
seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang 
bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda 
bahaya. Tanda seperti itu bersifat umum dan telah menjadi milik 
umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai 
merek. 
d. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau 
jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek Kopi 
atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk 
kopi. 
 Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif 
yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum 
merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek 
tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara 
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bersama-sama, badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas 
merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan 
dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas 
merek terdaftar.15 
 Undang-Undang Merek juga mengatur selain merek tidak dapat 
didaftarkan, dalam hal tertentu merek juga harus ditolak. Dalam Pasal 6 
ayat (1) Undang-Undang Merek permohonan harus ditolak oleh Direktorat 
Jenderal apabila merek tersebut:16 
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 
dan/atau jasa sejenisnya; 
 Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan  oleh 
adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek 
yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik 
mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi 
antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat 
dalam merek tersebut contoh merek yang sama pada pokoknya yaitu 
antara merek LEVRY dengan merek LEFRY, yang walaupun huruf-huruf 
yang digunakan jauh berbeda, pengucapannya tetap sama.17 
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 Adrian Sutedi, Op.cit, hlm.93 
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b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau 
jasa sejenis; 
 Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini tidak 
ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di 
Indonesia). Hal ini berarti walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar 
di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek. 
Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang 
sejenis dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat 
dibidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula 
reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, 
investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan 
disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-
hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan Niaga dapat 
memerintahkan lembaga bersifat mandiri untuk melakukan survei guna 
memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang 
menjadi dasar penolakan.18 
 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat pula 
diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang 
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah. 
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c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
indikasi-geografis yang sudah dikenal.  
 Ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki 
persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan 
kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas 
barang tersebut.19 
 Di samping itu, pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek 
permohonan juga harus ditolak oleh oleh Direktorat Jenderal apabila 
mereka tersebut merupakan : 
a. Merupakan atau mempunyai nama orang terkenal, foto, atau nama 
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan 
tertulis dari yang berhak; 
 Dengan demikian nama Soekarno, Habibie, Gus Dur, Vidi Aldiano 
dan nama orang terkenal lainnya tidak bisa dijadikan merek tanpa izin 
orang terkenal tersebut walaupun nama yang dimaksud dalam merek 
tersebut adalah bukan nama mantan presiden RI atau artis tersebut 
melainkan nama lain yang kebetulan sama. Demikian pula foto-foto artis 
atau foto orang lain walaupun tidak terkenal tidak dapat dijadikan merek, 
kecuali atas persetujuan orang tersebut. 
 Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Merek yang dimaksud 
dengan nama badan hukum, adalah nama badan hukum yang digunakan 
sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. 
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b. Merupakan tiruan atau sion nama atau singkatan nama, bendera, 
lambang, atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional 
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak 
yang berwenang; 
 Dengan demikian bendera Merah Putih yaitu bendera Indonesia dan 
bendera negara lainnya tidak dapat dijadikan merek, demikian juga 
burung garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia tidak dapat 
dijadikan merek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung 
pada umumnya (gambarnya berbeda dari gambar burung garuda lambang 
Negara Republik Indonesia), yang tetap dapat dijadikan merek karena 
bukan lambang negara. Lembaga Nasional di sini termasuk organisasi 
masyarakat ataupun organisasi sosial politik. 
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali 
atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
 Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. 
Sementara itu,  apabila merek tersebut dapat merugikan pihak tertentu 
merek tersebut  ditolak pendaftarannya. Jadi merek yang tidak dapat 
didaftarkan ialah merek yang tidak dijadikan merek, sedangkan merek 
yang ditolak, yaitu mereka yang akan merugikan pihak lain.20 
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3. Permohonan Pendaftaran Merek 
a. Syarat dan Tata Cara  
 Dalam Undang-Undang Merek Pasal 7 ayat (1) menyebutkan 
permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:21 
a. Tanggal, bulan, dan tahun; 
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 
c. Nama lengkap  dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan 
melalui kuasa; 
d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 
menggunakan unsur-unsur warna; 
e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali 
dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
 Permohonan sebagaimana dimaksud ditandatangani pemohon dan 
kuasanya, pemohon dapat  terdiri dari satu orang atau beberapa orang 
secara bersama-sama, atau badan hukum dan dilampiri dengan bukti 
pembayaran biaya dari satu orang. 
 Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang 
secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama 
pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat 
mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari 
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permohonan yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan 
persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. 
 Apabila permohonan tersebut diajukan melalui kuasanya (Konsultan 
Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh 
semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Ketentuan mengenai 
syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan 
Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara 
pengangkatannya diatur dengan Keputasan Presiden. 
  Dalam Pasal 8 ayat (1) (2)  Undang-Undang  Merek permohonan 
untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam 
satu permohonan, tetapi harus harus menyebutkan barang dan/atau jasa 
yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. 
 
b. Kelas Barang dan Jasa 
  Kelas barang atau jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas atau Jasa Bagi 
Pendaftaran Merek, yang daftar kelas barang maupun jasanya dapat 
dilihat sebagai berikut :22 
 
1) Daftar Kelas Barang  
Kelas 1 : Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu 
pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, 
plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, 
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sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan 
makanan; zat-zat penyamaki perekat yang dipakai dalam 
industri.  
 
Kelas 2 : Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat 
dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; 
bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan 
bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman. 
 
Kelas 3 : Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; 
sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak 
dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak 
sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi. 
 
Kelas 4 : Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan 
pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan 
mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan 
untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-
sumbu.  
 
Kelas 5 : Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; 
bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan 
untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-
bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan 
pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi 
binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.  
 
Kelas 6 : Logam-logam biasa dan campurannya; bahan 
bangunan dari logarn; bangunan-bangunan dari logam yang 
dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; 
kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; 
barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-
pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besii barang-
barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalarn kelas-kelas 
lain; bijih-bijih.  
 
Kelas 7 : Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor 
dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling 
mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); 
perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.  
 
Kelas 8 : Alat-alat dan perkakas tangan (dijalalnkan dengan 
tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.  
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Kelas 9 : Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, 
geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, 
sinyal, pemeriksaan (pengawasan) , penyelamatan dan 
pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi 
suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; 
mesin-mesin otomat dan mekanisme untuk aparat yang bekerja 
dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, 
mesin hitung, peralatan pengolah data dan kornputer; aparat 
pemadam kebakaran. 
  
Kelas 10 : Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, 
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota 
badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-
bahan untuk penjahitan luka bedah. 
  
Kelas 11 : Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, 
penghasilan uap, pemasakan, pendingihan,pengeringan, 
penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.  
 
Kelas 12 : Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk 
bergerak di darat. 
 
Kelas 13 : Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-
proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan. 
 
Kelas 14 : Logam-logam mulia serta campuran-campurannya 
dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut 
dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalarn kelas-kelas 
lainnya; per- hiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen 
peng.ukur waktu. 
  
Kelas 15 :  Alat-alat musik  
 
Kelas 16: Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari 
bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-
barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; 
alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau 
rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan 
keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan 
pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk 
pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu 
main; huruf-huruf cetak; klise-klise.  
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Kelas 17 : Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang- 
barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas- 
kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan 
dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, 
merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.  
 
Kelas 18 : Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari 
bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-
kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk 
tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan 
tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda 
dari kulit. 
  
Kelas 19 : Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa 
kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; 
bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari 
logam; monumen- monumen, bukan dari logam.  
 
Kelas 20 : Perabot-perabot rumah, cermin-cermin,. bingkat 
gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas 
lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, 
gading, balein, kulit kerang, amber,kulit mutiara, tanah liat 
magnesium dan bahan-bahan. 
 
Kelas 21 : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau 
dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) 
sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-
kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; 
wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali 
kaca yang dipakai dalam bangunan} ; gelas-gelas, porselin dan 
pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-
kelas lain.  
 
Kelas 22 : Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, 
layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk 
dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal 
(kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk 
pertenunan.  
 
Kelas 23 : Benang-benang untuk tekstil.  
 
Kelas 24 : Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk 
dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.  
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Kelas 25 : Pakaian, alas kaki, tutup kepala.  
 
Kelas 26 : Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan 
jalinan-jalinan dari pita; kancing-Kancing kail dan mata kait, 
jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.  
 
Kelas 27 : Karpet-karpet, permadani, keset Wmbahan anyaman 
untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk 
penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).  
 
Kelas 28 : Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang 
tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.  
 
Kelas 29 : Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati 
dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan 
dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; 
telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan 
lemak-lemak yang dapat dimakan. 
 
Kelas 30 : Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi 
buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, 
kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air 
gula; ragi I bubuk pengembang roti/kue; garam, moster.; ..cuka I 
saus-saus (bumbu-bumbu) i rempah-rempah, es, kecap, tauco, 
trasi, petis, -krupuk, emping.  
 
Kelas 31 : Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan 
dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas 
lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; 
benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; 
mout. 
  
Kelas 32 : Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan 
minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah 
dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk 
membuat minuman.  
 
Kelas 33 : Minum-minuman keras (kecuali bir). 
  
Kelas 34 : Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek 
api.  
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2) Daftar Kelas Jasa 
 
Kelas 35 : Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; 
fungsi-fungsi kantor.  
 
Kelas 36 :  Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan 
tanaha dan bangunan. 
  
Kelas 37 : Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa 
pemasangan.  
 
Kelas 38 : Telekomunikasi. 
  
Kelas 39 : Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-
barang; pengaturan perjalanan. 
  
Kelas 40 : Perawatan bahan-bahan. 
 
Kelas 41 :  Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan 
olah-raga dan kebudayaan.  
 
Kelas 42 : Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi 
sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-
jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa 
pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan 
program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan 
dalam kelas-kelas lain. 
 
 Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu 
kelas barang dan/atau jasa kelas jasa sesuai dengan ketentuan 
Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden 
Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik 
merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang 
dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya 
tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan 
pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau 
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jasa kelas jasa yang dimaksud23. Tetapi dalam kenyataanya mendaftarkan 
merek pada kelas barang dan kelas jasa yang berbeda harus mengajukan 
permohonan secara terpisah dan jika ingin mengajukan lebih dari tiga 
kelas barang/dan pemohon harus menambah pembayaran. 
 
4. Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas 
 Hak prioritas adalah hak  yang berasal dari negara yang tergabung 
dalam Paris Convention for the Protection of Industry Property atau 
Agreement Establising the World Trade Organization untuk memperoleh 
pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal 
prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua 
perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of 
Industry Property.24  
 Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan 
dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan 
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima negara lain 
yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industry 
Property atau aggota Agreement Establising the World Trade 
Organization. 
                                                          
23
 Ahmadi Miru. Op.cit hlm.31 
24
 Ibid, hlm. 32 
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 Permohonan dengan menggunkan hak prioritas wajib dilengkapi 
dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang 
pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas 
tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang penerjamahnya 
dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.  Penyumpahan penerjemah 
ini untuk menjamin kebenaran terjemahan bukti kepemilikan hak kekayaan 
intelektual tersebut. 
 
5. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek 
 Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan 
persyaratan pendaftaran merek yaitu persyaratan administratif. 
Kekurangan dalam kelangkapan Direktorat Jenderal meminta agar 
kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi paling lama dua bulan 
terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi 
kelengkapan persyaratan tersebut, tanggal pengiriman dalah tanggal 
pengiriman berdasarkan stempel pos. 
 
6. Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek 
 Penentuan tanggal penerimaan sangat penting karena tanggal 
penerimaan tersebut merupakan tanggal awal perhitungan perlindungan 
hak merek. Waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek tidak 
selalu sama artinya walaupun permohonan tersebut diajukan dan diterima 
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oleh Direktorat Jenderal, kalau persyaratan administratifnya belum 
terpenuhi maka waktu tersebut belum bisa disebut waktu penerimaan 
permohonan pendaftaran merek. 
 
7. Perubahan  dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran 
Merek 
 Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap tersebut 
pergantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Hal ini berarti 
bahwa perubahan yang terkait dengan subtansi merek tidak 
dimungkinkan, tetapi perubahan tersebut hanya meliputi identitas 
permohon pendaftaran merek tersebut. 
 
8. Pengalihan dan Lisensi Merek 
 Menurut  ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek, hak 
atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 
a. Pewarisan; 
b. Wasiat; 
c. Hibah; 
d. Perjanjian; atau 
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
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 Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan”, misalnya karena pembubaran badan hukum yang 
semula merupakan pemilik merek. Khusus mengenai pengalihan dalam 
perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian25. 
 Pengalihan hak atas merek ini dilakukan dengan menyertakan 
dokumen yang mendukungnya, antara lain Sertifikat Merek serta bukti-
bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut, kemudian wajib 
dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Merek untuk dicatatkan 
dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat 
hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut berlaku terhadap 
pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang 
dimaksudkan dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” disini adalah 
pemilik merek dan penerima pengalihan hak atas merek. Adapun yang 
dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun tujuan 
yang penting dari pengalihan hak atas merek ialah untuk memudahkan 
pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum26. 
 Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun, 
terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing date). Setelah 10 
tahun dapat diperpanjang kembali. 
 Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
                                                          
25
 Adrian Sutedi, Op.cit hlm.93 
26
 Ibid, hlm.94 
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pengalihan hak), baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa 
yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian 
lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila 
diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka 
waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. 
 Pemilik merek terdaftar yang telah diberikan lisensi kepada pihak lain 
masih tetap menggunakannya atau memberikan lisensi kepada pihak 
ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila 
diperjanjikan lain (Pasal 44 Undang-Undang Merek). Dalam perjanjian 
lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih 
lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 Undang-Undang Merek). 
 
9. Merek Kolektif  
 Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni 
merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik 
yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum 
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 
sejenis lainnya. Permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa 
sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila permohonan dengan 
jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek 
kolektif. 
 Ketentuan penggunaan merek kolektif memuat :  
  29 
 
a. Sifat, ciri umum atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi 
dan diperdagangkan; 
b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan 
pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut; dan 
c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif. 
 
10.  Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Terhadap Pelanggaran         
Merek 
 Dalam  Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek ialah pemilik merek 
terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara 
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenisnya, 
berupa: 
a. Gugatan ganti rugi, dan/atau; 
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 
merek tersebut. 
 Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah 
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol 
antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan 
kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan, cara 
penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi 
ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 
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 Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan  oleh 
penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-
sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. 
 Selama masih dalam pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang 
lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku 
penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan 
produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang 
menggunakan merek tersebut tanpa hak ( Pasal 78 ayat (1) Undang-
Undang Merek). Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang 
yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan 
bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan 
setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (ayat  (2) ). 
Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. 
 Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat 
meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan 
sementara yaitu tentang: 
a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan 
pelanggaran hak merek; 
b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek 
tertentu.27 
 
                                                          
27
 Ibid. hlm.96 
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11. Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Merek 
 Undang-Undang  Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap 
orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya 
ataupun yang sama pada pokoknya. Besarnya ancaman pidana 
ditentukan dalam Pasal 90 dan Pasal 91, sebagai berikut : 
a. Pasal 90 Undang-Undang merek ”barang siapa dengan sengaja 
dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada 
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).  
Maksud dari “sama pada keseluruhannya” adalah merek yang 
digunakan oleh pihak yang tidak berhak terhadap merek tersebut 
persis sama dengan merek yang sudah terdaftar sehingga orang 
yang membeli barang atau jasa tersebut dapat tertipu dan langsung 
memilih barang atau jasa yang diinginkan. 
b. Pasal 91 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan 
tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan 
merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis 
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 
Maksud dari “sama pada pokoknya” adalah merek yang digunakan 
oleh pihak yang tidak berhak tersebut tidak persis sama dengan 
dengan merek yang telah terdaftar tetapi  dapat menyesatkan 
konsumen apalagi, konsumen yang tergesa-gesa memilih barang 
atau jasa karena antara merek terdaftar dengan merek yang 
digunakan pihak yang tidak berhak tersebut mirip. Contohnya dari 
segi warna , jenis huruf atau ciri-ciri dimirip-miripkan sehingga 
dapat membuat konsumen lebih memilih merek yang digunakan 
pihak yang tidak berhak daripada merek yang terdaftar.  
Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan.  
 Adapun bagi mereka yang memperdagangkan barang dan/atau jasa 
diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil 
pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau dengan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) Pasal 94 ayat (1). Tindak pidana ini ialah pelanggaran. Tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 
merupakan delik aduan.  
 Gugatan atas pelanggaran hak atas merek hanya dapat diajukan 
oleh pemegang hak merek, yaitu merek yang telah terdaftar. Bagi merek 
yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak 
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berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek 
tidak terdaftar lainnya. 
 
B. Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum, Dan Efektivitas Hukum 
1. Kesadaran Hukum 
 Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani 
dalam mengikuti dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang 
terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan 
yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai 
individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat 
dalam hukum.28 
  Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum 
demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga 
masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam : 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum” 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan “ketidaktaatan hukum”.29 
 Menurut Ewick dan Silbey (Cotterell, 2001: 6-7)30 tentang legal 
consuciousness (kesadaran hukum) sebagai berikut : “The term “legal 
consuciousness” is used by social scientists to refer to ways in which 
                                                          
28
 Beni Acmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Pustaka Setia:2007),Bandung, hlm.197 
29
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
Termasuk Interpretensi Undang-Undang (Legisprudence),(Kencana,:Jakarta), 2009, hlm.298 
30
 Ibid, hlm 298 
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people to make sense of law and legal institutions, that is, the 
understandings which give meaning to people‟s experiences and actions”. 
 Jadi istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial 
untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum 
dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang 
memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi 
Ewick dan Silbey, “Kesadaran Hukum” terbentuk dalam tindakan dan 
karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. 
Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai 
perilaku”,dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”.31 
 Aliran sosiologis memandang hukum sebagai “kenyataan sosial” dan 
bukan hukum sebagai kaidah. Oleh karena itu, jika kita ingin 
membandingkan persamaan dan perbedaan antara pandangan kaum 
positivis dengan kaum sosiologis di bidang hukum, maka dapatlah dilihat 
sebagai berikut :32 
a. Positivisme memandang hukum tidak lain kaidah-kaidah 
yang tercantum dalam perundang-undangan, sedangkan 
sosiologisme memandang hukum adalah kenyataan sosial. 
Dengan kata lain, kaum positivis melihat “law in books”, 
sedangkan kaum sosiologis memandang “law in action”. 
b. Positivisme memandang hukum sebagai sesuatu yang 
otonom atau mandiri, sedangkan sosiologisme hukum 
                                                          
31
 Ibid, hlm.298-299 
32
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,(Chandra Pratama: 
2002),Jakarta, hlm. 291-292 
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memandang hukum bukan suatu yang otonom melainkan 
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang ada 
dalam masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, 
budaya, sosial lainnya.  
c. Positivisme hanya mempersoalkan hukum sebagai “das 
sollen” (apa yang seharusnya, ought), sedang sosiologisme 
hukum memandang hukum sebagai “das sein” (dalam 
kenyataanya, is)  
d. Positivisme cenderung berpandangan yuridis-drogmatik, 
sedangkan sosiologisme hukum berpandangan empiris. 
e. Metode yang digunakan kaum positivisme adalah preskriptif, 
yaitu menerima hukum positif dan penerapannya, sedang 
metode yaitu digunakan oleh penganut sosiologisme hukum 
adalah deskriptif. Dalam metode deskriptisnya kaum 
sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-
perbandingan (comparative observation), analisis statistik 
(statiscical analysis), eksperimen (experimentation). 
 Persamaan antara positivisme dan sosiologisme adalah keduanya 
terutama memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau perundang-
undangan.33 
 Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas hukum adalah 
tiga unsur yang saling berhubungan. Walaupun orang sering mencampur 
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adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua 
hal itu sangat berbeda, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak 
persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau 
tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam 
masyarakat.  
 Krabbe34 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud 
sebagai kesadaran hukum: 
 “Met den term rechtbewustzijn mennt men dan niet het 
rechtsoordeel over eenig concrete geval, doach het in ieder mensh 
levend bewustzijn van wat recht is of behoot tezijn, en bepaalde 
categorie van ons geesteleven, waardoor wij met onmiddlelijke 
evidentie los van positieve intellingen scheiding maken tussschen 
recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaasr, goen en kwaad, 
schood en leelijk”(kesadaran hukum merupakan sebenarnya 
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang 
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada)35. 
 Kesadaran hukum (rechtsbewustzijn; legal consciousness) yang 
dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat 
tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. 
Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat 
yang merupakan kesadaran hukum individu , merupakan pangkal dari 
kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah 
jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran individu mengenai suatu 
peristiwa tertentu.36 Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau 
jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika 
pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau tidak mencuri 
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maka anak satu-satunya yang sedang sakit kerena akan meninggal, 
karena tidak ada biaya pengobatan.37 
  Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Oetojo Oesman 
membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:38 
a. Kesadaran hukum baik 
b. Kesadaran hukum buruk 
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah jika seseorang 
yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan 
menggunakan proses banding dan kasasi, meskipun ia sebenarnya sadar 
bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum yang buruk 
ini, menjadi salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di 
Mahkamah Agung.  
  
2. Ketaatan Hukum 
Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan 
kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran 
hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus 
disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan 
hukum. Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, 
hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainya, struktur hukum 
pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. 
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Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk 
karakteristik masyarakat. 
Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama 
dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban 
yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul 
sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial 
manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial 
yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah 
berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. 
 Menurut H.C Kelman ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya 
dalam tiga jenis :39 
a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan hanya, karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan sepert ini, karena ia membutuhkan pengawasan terus-
menerus. 
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak 
lain menjadi rusak. 
c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika sesorang menaati 
suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu 
sesuai dengan nilai-nilai interistik yang dianutnya. 
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Suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif 
berlakunya, apabila : 
a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya; 
b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan 
yang bersifat „compliance‟ atau „identification‟. Dengan kata lain, 
walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati 
aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau 
kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih 
dapat dipertanyakan. 
 Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka 
tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum 
atau perundangan-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, 
tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. 
Sebagian banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum 
atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat 
„compliance‟ atau „identification‟ saja, berarti kualitas efektivitasnya masih 
rendah, sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya „internalization‟ 
maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundangan-
undangan itu. 
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3. Efektivitas Hukum 
  Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau 
memaksa masyarakat taat terhadap hukum. Efektivitas hukum 
dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi 
syarat, yaitu berlaku secara  yuridis, berlaku secara sosiologis dan 
berlaku secara filosofis40. Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan 
yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat 
umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, 
yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) 
dengan hukum dalam teori (law in theory)41. 
Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan 
berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari 
norma hukum  threats  dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan 
mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau 
ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani 
dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah 
laku.  
Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan 
efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat 
penegak hukum  untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat 
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diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), 
dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum 
tersebut adalah efektif.42 Pemaknaan penegakan hukum secara demikian 
sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hukum 
hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata, padahal 
tidak demiki an halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, 
termasuk tanggungjawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai 
pribadi hukum (perzoonlijk) melekat kewajiban untuk menegakkan 
hukum.43  
Hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum 
berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak 
ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas dari hukum 
diantaranya :44 
a. Faktor hukumnya sendiri : Secara sosiologis (dapat diterima oleh 
masyarakat); Secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang 
mengatur bidang bidang hukum tertentu harus sinkron); Secara 
filosofis. 
b.  Faktor penegak hukum , yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum , dalam artian betul-betul telah melaksanakan 
tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang 
berlaku. 
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c. Faktor sarana atau fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses 
penegakan hukum. 
 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung  dengan lancar. Sarana atau 
fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.45 
d. Kesadaran hukum masyarakat 
 Syarat kesadaran hukum masyarakat : Tahu hukum (law 
awareness); Rasa hormat terhadap hukum (legal attitude); paham 
akan isinya (law acqium tance); taat tanpa dipaksa (legal 
behaviore). 
e. Faktor Kebudayaan  
 Perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict 
tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana 
seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum  yang berlaku. 
cara mengatasinya : 
1. Eksekutif harus banyak membentuk hukum dan selalu 
mengupdate, 
2. Para penegak hukumnya harus betul-betul menjalankan tugas 
kewajiban sesuai dengan hukum hukum yang berlaku dan tidak 
boleh pandang bulu 
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3. Lembaga MPR sesuai dengan ketentuan UUD 1945 melakukan      
pengawasan terhadap kerja lembaga lembaga negara. 
 Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan 
konsepsi-konsepsi yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang 
dianggap buruk (sehingga dihindari). 
 Efektivitas suatu perundang-undangan banyak tergantung pada 
beberapa faktor, antara lain: 46 
a. Pengetahuan tentang subtansi (isi) perundangan-undangan; 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; 
c. Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan di 
dalam masyarakat; 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 
(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 
Oleh karena itu, menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari 
para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun menegakkan perundang-undangan 
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tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-
undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) 
oleh peraturan perundangan-undangan tersebut. 
 
Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua prespektif:47 
a. Perspektif Organisatoris, yang memandang perundang-undangan 
sebagai „institusi‟ yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif ini, 
tidak terlalu memerhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya 
diatur perundang-undangan.  
b. Perspektif Individu, atau ketaatan atau, yang lebih banyak berfokus 
pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur 
oleh perundang-undangan. Perspektif ini lebih berfokus pada 
masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan 
yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. 
Dengan kata lain, pola - pola  perilaku warga masyarakat yang 
banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. Hubungan 
antara pola – pola perilaku masyarakat dengan efektivitas 
perundang-undangan dapat dilihat kaitannya dengan faktor-faktor 
individual, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. 
a. Faktor-faktor individual yang bersifat objektif; usia, gender, 
pendidikan, profesi dan perkerjaan, latar belakang sosial dan 
domisili. 
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b. Faktor-faktor individual yang bersifat subjektif; penyesuaian 
sosial, perasaan tidak tentram, pola-pola pikir rasional atau 
drogmatis, dan lain-lain 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini 
maka penelitian dilakukan di Disperindag (Dinas Industri dan 
Perdagangan) Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Kementerian Hukum dan 
HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan Niaga Makassar, Pasar 
Butung, Karebosi Link, MTC. Di adakan di kota Makassar, Sulawesi 
Selatan karena Makassar merupakan  kota terbesar di Indonesia bagian 
tengah dan perdagang barang-barang palsu di Makassar cukup pesat 
dikarenakan keinginan masyarakat yang ingin memiliki barang bermerek 
dengan harga yang relatif murah sangat tinggi.  
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi yang 
berada di Kota Makassar. Sampel yang digunakan adalah pejabat yang 
bersangkutan yaitu Kanwil Kemeterian Hukum dan HAM, Dinas Industri 
dan Perdagangan, Pengadilan Niaga Kota Makassar, pedagang (Karebosi 
Link, MTC, dan Pasar Butung) dan masyarakat Kota Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data  
Sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut : 
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1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh berdasarkan 
proses wawancara terhadap sampel dan narasumber dalam hal 
ini adalah Kasub Pelayanan Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
(Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel), Pejabat 
Dinas Industri dan Perdagangan bagian Pelayanan Perlindungan 
Konsumen 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan 
berupa buku-buku, literatur-lituratur, laporan hasil penelitian dan 
bersumber dari dokumen-dokumen merek , yaitu peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan merek, dan data 
sengketa merek di Pengadilan Niaga kota Makassar 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian kepustakaan (Library Search), yaitu penulis 
mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, situs 
internet, serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan 
dengan objek yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (Field Search)  
Di dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menempuh tiga 
cara yaitu:  
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk 
Tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan 
responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini yaitu 
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Kasub Pelayanan Hukum Hak Kekayaan Intelektual  (Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel), Pejabat Dinas 
Industri dan Perdagangan bagian Pelayanan Perlindungan dan 
Pengadilan Niaga Kota Makassar. 
b. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah 
dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden. Tujuannya 
adalah untuk mendapatkan informasi yang relavan dengan 
tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail dan seakurat 
mungkin. 
 
E. Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, penulis akan 
menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara menganalisis 
ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang merek, kemudian 
disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan, 
dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Efektivitas Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek Palsu di Kota 
Makassar 
 Perlindungan Hukum Merek di Indonesia di atur dalam Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang 
tersebut ada ketentuan yang mengatur bagaimana pelaku usaha dapat 
mendaftarkan merek barang dan/atau jasa yang diinginkan, sebenarnya 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak diharuskan untuk 
mendaftarkan merek barang dan/atau jasanya ke Dirjen Hak Kekayaan 
Intelektual tetapi untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu merek 
harus didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini dipertegas pada Pasal 3 
Undang-Undang Merek yang berbunyi “ Hak atas merek adalah hak 
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar 
dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan merek sendiri merek tersebut memberikan izin kepada 
pihak lain untuk menggunakannya”.  Dengan adanya hak eksklusif yang 
diberikan oleh negara pemilik merek berhak untuk menggunakan 
mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat mutlak untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek 
sehingga dapat menghindari adanya persamaan merek atau persamaan 
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barang dan/jasa yang dijual. Tetapi yang terjadi sekarang ini adanya 
kesenjangan antara peraturan yang mengatur (subtansi) dengan fakta 
yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Makassar, dimana masih 
banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu 
secara bebas. 
 Penggunaan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak ini  
untuk menjual barang dan/atau jasa jelas merupakan pelanggaran karena 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dengan jelas 
melarang adanya perdagangan atau memproduksi barang-barang 
bermerek palsu atau menggunakan merek orang lain untuk mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar.  
Tabel 1. 
Jenis Perkara  
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
Tanah  41 92 67 61 67 
Perumahan - - 14 - - 
Hutang-
piutang 
7 12 15 14 13 
Persetujuan 
Kerja 
- - - - - 
Sewa 
Menyewa 
1 - 1 - - 
Jual Beli - - 5 - 3 
Warisan 4 - 1 1 - 
Perceraian 73 72 80 102 103 
Harta 
Perkawinan 
- - 2 - 2 
Gadai/Hipotek 3 - - - - 
Perseorangan - - - - - 
Merek 1 - - - - 
 Sumber Data : Pengadilan Niaga Makassar, diambil tanggal 19 Maret 2014 
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 Walaupun dalam kenyataannya  banyak pelanggaran merek yang 
terjadi khususnya di kota Makassar tetapi dari hasil penelitian yang 
penulis lakukan di Pengadilan Niaga Makassar pada tanggal 19 Maret 
2014 jumlah perkara merek dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 
2009 sampai dengan 2013 hanya satu perkara yang masuk.  
 Perkara tersebut ialah Perum Pegadaian melawan Koperasi 
Pegadaian Multi Guna (Nomor.03/Haki/2009/PN.Niaga Mks tanggal 03 
Desember 2009). Perum PEGADAIAN yang berkudukan di Jakarta, Jalan 
Kramat Raya No. 162, melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atas 
pelanggaran merek terhadap Koperasi Pegadaian Multi Guna. 
 Perum PEGADAIAN merupakan badan hukum yang secara resmi 
melakukan usaha gadai sejak jaman VOC, yang saat itu didirikan bank 
Van Leening yaitu lembaga keuangan milik Pemerintah yang memberikan 
sistem gadai. Lembaga ini didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 
20 Agustus 1976. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 
2000 Tentang Perusahaan Penggadaian, PEGADAIAN merupakan nama 
resmi perusahaan yang telah digunakan dan digunakan luas oleh 
masyarakat sejak tahun 1901. Oleh karena nama “PEGADAIAN” 
merupakan nama resmi perusahaan, maka penggugat telah mendaftarkan 
Hak Cipta “PEGADAIAN” berupa seni lukis logo Perum Pegadaian di 
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman 
Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1992, dengan Nomor 
Pendaftaran : 007019. Perum Pegadaian juga mendaftarkan merek 
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“PEGADAIAN” di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
Departemen Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Nomor Permohonan Merek : J002007015564 dan J002007015565 tanggal 
27 Mei 2007. Atas pendaftaran Merek PEGADAIAN tersebut pada 
Tanggal 27 Januari 2009, penggugat telah mendapatkat SERTIFIKAT 
MEREK dari Departemen Hukum dan Ham dengan Register Merek 
Nomor: IDM000184297 untuk Merek PEGADAIAN jenis kelas jasa No. 36 
dan IDM000184297 untuk Merek PEGADAIAN Syariah jenis kelas jasa 
No. 36. Dengan demikian secara yuridis, penggugat mempunyai “hak 
khusus (hak eksklusif) untuk memakai dan/atau menggunakan sendiri 
merek dagang PEGADAIAN dan PEGADAIAN Syariah untuk kelas jasa 
No. 36 di wilayah Republik Indonesia.  
 Meskipun Merek “PEGADAIAN” sudah terdaftar namun telah 
digunakan oleh tergugat untuk menawarkan produk jasa gadai kepada 
masyarakat antara lain dalam bentuk :  
a. Penggunaan merek “PEGADAIAN” pada nama “PEGADAIAN Multi 
Guna” oleh tergugat pada beberapa papan nama (Sign Board) 
yang sangat besar pada Kantor Cabang tergugat di Jalan Sultan 
Alaudin, Makassar. 
b. Penggunaan merek “PEGADAIAN” pada nama “PEGADAIAN Multi 
Guna” pada beberapa spanduk yang sangat besar pada Kantor 
Cabang tergugat di Jalan Sultan Alaudin, Makassar. 
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c. Penggunaan Merek “PEGADAIAN” pada nama PEGADAIAN Multi 
Guna” pada beberapa selebaran promosi yang disebarkan kepada 
masyarakat. 
d. Penggunaan merek “PEGADAIAN” oleh tergugat pada Tanda Bukti 
Gadai yang dipergunakan tergugat untuk menjalankan usaha jasa 
gadainya terhadap masyarakat. 
e. Penggunaan merek “PEGADAIAN” oleh tergugat pada formulir 
permohonan gadai yang dipergunakan tergugat untuk menjalankan 
usaha jasa gadainya terhadap masyarakat. 
 Dengan adanya bukti yang diberikan penggugat, merek 
“PEGADAIAN” yang di gunakan tergugat secara tidak sah dengan 
menawarkan produk jasa gadai kepada masyarakat mempunyai  
persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik penggugat untuk 
jasa sejenis yang diperdagangkan kepada masyarakat.  
 Dengan demikian menurut putusan Majelis hakim Pengadilan Niaga 
bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Pegadaian milik 
penggugat No. IDM000184297 dengan kata Pegadaian Multi Guna Milik 
Tergugat dari segi pengucapan dan Penulisan PEGADAIAN (huruf besar 
semua) dan menghentikan penggunaan merek PEGADAIAN dalam 
seluruh kegiatan usaha jasa gadai termasuk penggunaan merek 
PEGADAIAN diseluruh kantor cabang di Indonesia. Putusan Majelis hakim 
menurut penulis sudah tepat karena tergugat diklasifkasikan sebagai 
pemakai merek deng itikad tidak baik bertentangan dengan  ketentuan 
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Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan merupakan pelanggaran 
merek sesuai Pasal 76 Undang-Undang Merek. Oleh karena kedua merek 
tersebut sama-sama memiliki kata “PEGADAIAN” hal ini dapat 
menimbulkan pemikiran masyarakat bahwa antara Penggugat dan 
Tergugat terdapat suatu hubungan hukum padahal kenyataannya tidak. 
Hal tersebut dapat menguntungkan Tergugat secara  tidak sewajarnya 
dan dapat merugikan Penggugat.  
  Masalah dana menjadi masalah yang serius karena untuk 
memperoses suatu pelanggaran merek haruslah diikuti dengan pengajuan 
gugatan, proses peradilan tersebut memakan biaya yang tidak murah. Hal 
ini terkadang menyebabkan terjadinya keengganan untuk memperpanjang 
kasus pelanggaran merek. Efisiensi waktu juga berpengaruh dalam 
proses penertiban kasus pelanggaran merek. Pelanggaran merek yang 
merupakan delik aduan menyebabkan harus adanya pengawasan extra 
dari si pemegang merek yang harusnya penegak hukum tidak bersifat 
pasif. Keaktifan para pihak tentu akan dapat meminimalisasi dan menekan 
jumlah pelanggaran merek. 
 Jadi,  untuk mengetahui efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 15 
Tahun 2001 tentang merek dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat 
yang dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen menaati aturan yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut 
Undang-Undang Merek) khususnya Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94. 
Namun berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan yang penulis teliti  
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khususnya di Pasar Butung, MTC, dan Karebosi Link kurang ditaati oleh 
pelaku usaha serta hasil kuesioner yang diberikan ke konsumen. 
Tabel 2.  
Tanggapan Respoden Tentang Pernah Tidaknya Membeli Barang 
Bermerek Palsu 
No  Jawaban  Jumlah  
1 Ya  35 
2 Tidak 15 
Jumlah  50 
  Sumber : masyarakat melalui pembagian kuesioner selama ±1 
bulan (Hasil survei 2014) 
 Pembahasan hasil kuesioner di atas pada Tabel 2 , penulis 
mendapatkan hasil bahwa dari 50 responden , 35 orang mengatakan 
pernah membeli barang yang bermerek palsu dan sebanyak 15 orang 
mengatakan tidak pernah membeli barang bermerek palsu. 
Tabel 3. 
Tanggapan Responden Tentang Jenis Barang Yang Dijual 
No Jenis barang  Merek barang yang 
dijual 
Asli/Palsu 
1 Tas LV, Furla,Chanel,  PALSU 
2 Baju, Celana Hermes, Zara,Levis PALSU 
3 Jam Alba, Rolex, Ripcurl PALSU 
4 Sepatu Adidas, 
Converse,Nike 
PALSU 
5 Kosmetik Tjefuk, mac PALSU 
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6 Baterai Hp Blackberry PALSU 
 Sumber : Pelaku usaha melalui pembagian kuesioner di Toko-toko Pasar 
Butung, MTC, dan Karebosi Link selama ±1 bulan (hasil survei 201 
 Dan berdasarkan Tabel 3 penulis mendapatkan hasil bahwa masih 
banyak pelaku usaha yang menjual barang-barang bermerek  hasil 
pelanggaran (barang palsu) yang menggunakan merek terkenal untuk 
menarik minat pelanggan di pusat pertokoan di kota Makassar. 
 Dari ke dua tabel diatas membuktikan bahwa aturan tersebut tidak 
efektif. Oleh karena itu penulis meneliti faktor-faktor yang menyebabkan 
tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Merek di kota Makassar. 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis di kota Makassar khususnya di 
Pasar Butung, MTC, dan Karebosi Link, berikut faktor-faktor yang 
dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui penyebab tidak 
efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Merek khususnya pada Pasal 90, 
Pasal 91, Pasal 94. 
 
1. Faktor Hukum dan Undang-Undang 
 Masalah merek di atur pada Undang-Undang N0.15 Tahun 2001 
Tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek), aturan 
mengenai pelanggaran merek sudah diatur cukup baik. Namun pada 
penerapan sanksi denda khususnya pada ketentuan pidana pada Pasal 
90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 dimana sanksi yang 
dicantumkan cukup tinggi terhadap para pelanggarnya. Sebagai contoh 
pada Pasal 94 mengatakan “bahwa barang siapa memperdagangkan 
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barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang 
dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Penulis berpendapat 
bahwa niat pemerintah sudah baik untuk menimalisir jumlah pelanggaran 
yang terjadi dimasyarakat khususnya pelaku usaha merasakan efek jera 
sehingga tidak melakukan pelanggaran yang sama mengingat denda yang 
di terapkan cukup tinggi. Namun, pemerintah dalam membuat Undang-
Undang sepertinya kurang memperhatikan satu hal yang penting yaitu 
bahwa tingkat perekonomian masyarakat masih rendah kalau 
dibandingkan denda yang mengacu pada Undang-Undang Merek Pasal 
94 yaitu Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 Dan juga pada Pasal 95 di jelaskan bahwa pelanggaran merek 
merupakan delik aduan. Delik aduan merupakan  delik yang hanya bisa 
diproses apabila ada laporan dari orang yang menjadi korban tindak 
pidana dalam hal ini pemegang hak merek. Delik aduan menimbulkan 
harus adanya perhatian khusus dari pemegang hak merek untuk tetap 
mengawasi penggunaan mereknya. Tanpa adanya pengaduan dari 
pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya mencegah penjualan barang-
barang  palsu di pasaran yang beredar di masyarakat. 
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2. Faktor Penegak Hukum 
Penegak hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena 
mereka yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam 
proses penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan 
dan peranan masing-masing. Dalam menjalankan peranan dan 
kedudukannya  penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan 
sesuatu berdasarkan jabatannya. Apabila peraturan perundang-undangan 
sudah baik namun kalau penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya 
dengan baik maka akan menimbulkan efek yang tidak baik dalam sistem 
penegakan hukum. 
Penegakan hukum yang baik akan membawa perlindungan merek 
yang baik. Sebab bagaimanapun perlindungan merek ialah untuk 
melindungi masyarakat dari adanya pemalsuan merek dan  persaingan 
usaha yang jujur. Serta perlindungan merek yang baik akan akan 
menimbulkan reputasi pasar yang baik pula dan perlindungan merek 
menjadi sangat penting jika ekonomi tumbuh berdasarkan persaingan 
pasar. Hal ini akan terwujud apabila penegak hukum dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik terutama dalam perlindungan merek. Sebaliknya 
apabila penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik 
maka angka pelanggaran merek akan semakin sering terjadi. 
Selain penyidik Kepolisian, Dinas Industri dan Perdagangan 
(Disperindag)  Provinsi Sulawesi Selatan dan Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan mempuyai 
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peranan yang penting dalam proses penegakan hukum khususnya 
pelanggaran merek yang terjadi di Kota Makassar.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disperindag dibagian 
perlindungan konsumen selaku pengawas perdagangan di Kota Makassar 
mengakui bahwa masih banyak perdagangan barang-barang yang 
bermerek palsu terjadi di kota Makassar. Melalui wawancara dengan 
pihak Disperindag jawaban yang diberikan oleh  Akbar mengatakan 
bahwa banyaknya orang yang memakai barang palsu dan barang palsu 
laku dipasaran dikarenakan beberapa faktor yaitu harga terjangkau, 
banyaknya permintaan, barang yang dijual tidak sulit didapat . 
TABEL 4. 
Tanggapan Responden Alasan Lebih  Memilih Barang Palsu 
No. Jawaban Jumlah 
1 Harga terjangkau 23 
2 Kualitas tidak jauh beda 17 
3 Mengikuti tren 5 
4 Tidak memilih 5 
Jumlah   50 
Sumber : Pelanggan dari hasil pembagian kuesioner ±1 bulan (Hasil survei 2014) 
 Berdasarkan data kuesioner diatas membuktikan faktor-faktor yang 
diberikan Disperindag hampir sepunuhnya benar bahwa dari 50 kuesioner 
yang dibagikan penulis 23 pelanggan yang memilih membeli barang palsu 
karena harganya terjangkau, 17 pelanggan karena kualitas tidak jauh 
beda, 5 pelanggan membelinya karena hanya ingin gayanya dapat 
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mengikuti tren dan 5 tidak memilih karena lebih memilih membeli barang 
asli. 
 Selanjutnya pegawai Disperindag pun mengakui bahwa aparatur 
pemerintah dalam menegakkan hukum terkhusus mengenai perdagangan 
barang bermerek palsu yang beredaran di pasaran diakibatkan kurang 
tegasnya aparatur pemerintah terhadap kebijakan yang diambil 
dikarenakan mempunyai kepentingan masing – masing dan kurangnya 
komunikasi antar kementerian. Ia pun menjelaskan bahwa perdagangan 
barang palsu bukannya hanya meliputi tas, sepatu, jam, dan baju tetapi 
juga melingkupi barang-barang elektronik contohnya seperti pada laptop 
yang bermerek Toshiba dari luar seperti asli tetapi ternyata processor 
yang ada didalamnya bukan merupakan asli dari Toshiba melainkan 
rakitan. Karena banyaknya pelanggaran merek Disperindag membuat 
Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Konsumen, didalam Perda ini ada ketentuan bahwa barang-
barang yang dijual harus berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) 
apabila tidak sesuai dengan standar SNI maka barang-barang tersebut 
tidak dapat beredar dipasaran. 
Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Konsumen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan 
hak dan kewajiban konsumen. Di Perda ini sudah sangat jelas bagaimana 
pelaku usaha mempunyai kewajiban salah satunya ialah menjamin mutu 
barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan 
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ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku. Ini membuktikan 
bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban yang penuh dalam menjamin 
mutu barang yang dijual namun yang terjadi sekarang ini Disperindag 
masih sering mendapati pelaku usaha yang melanggar. Sedangkan hak 
konsumen ialah salah satunya hak untuk memperoleh informasi yang 
benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, 
dalam hal ini konsumen harus benar-benar pintar memilih barang 
dan/atau jasa yang diinginkannya, tidak pintarnya konsumen dalam 
memilih barang dan/atau jasa dikarenakan kurang bertanyanya konsumen 
terhadap informasi barang tersebut ke pelaku usaha dan membuat 
konsumen dapat tertipu tetapi juga banyak konsumen yang mengetahui 
bahwa barang yang dibelinya merupakan barang palsu dengan alasan 
bahwa membeli barang palsu harganya cukup terjangkau dan kualitas 
tidak terlalu jauh berbeda. 
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis di Kanwil 
Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kasub Hak Kekayaan 
Intelektual, Noesema mengatakan bahwa faktor yang mendasari adanya 
pelanggaran merek terjadi karena adanya faktor ekonomi karena 
walaupun itu merupakan pelanggaran tetapi juga membuka lapangan 
kerja bagi masyarakat dan menjadi  mata pencaharian sebagian besar 
masyarakat itu sebabnya penegakan hukum sulit untuk ditegakkan 
sepunuhnya.  
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Berdasarkan penjelasan diatas faktor penegak hukum yang dalam 
hal ini Disperindag dan Kanwil Departemen Hukum dan HAM memainkan 
peran yang sangat penting dalam memfungsikan hukum. Ketika 
peraturannya sudah baik maka seharusnya penegakan hukum harus 
berjalan dengan baik pula apabila penegak hukumnya lemah maka aturan 
tersebut tidak berlaku efektif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas 
Sarana dan fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan aturan 
hukum tertentu khususnya perlindungan merek. Apabila aturan hukum 
dan penegak hukumnya sudah baik tetapi sarana dan fasilitasnya tidak 
memadai maka aturan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Sarana dan 
fasilitas juga sangat penting dalam menekan/menimalisir pelanggaran 
merek khususnya yang terjadi di kota Makassar.  
Berdasarkan hasil wawancara pada pihak Disperindag untuk 
mengetahui barang itu palsu mereka melakukan uji klinis terhadap barang 
tersebut tetapi dilakukan hanya pada barang elektronik atau bahan 
makanan yang dilakukan uji klinis sedangkan seperti baju, tas, sepatu  
saat ini hanya pengakuan dari pedagang atau penjual yang dapat 
mempermudah untuk mengetahui suatu barang itu asli atau palsu, dan 
terkadang para penjual masih tidak mengakui  kalau barang yang mereka 
jual itu merupakan barang palsu. Kurangnya sarana pendidikan 
merupakan faktor yang penting guna menambah pengetahuan dan 
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wawasan terkait kasus merek, masih kurangnya tenaga kompeten dalam 
bidang merek yang bekerja di Disperindag menjadi kendala dalam proses 
penegakkan dan perlindungan hukum merek. Minimnya tenaga ahli di 
bidang merek membuat proses pembinaan kepada para pedagang/pelaku 
usaha menjadi terhambat 
 
4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat 
Pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu dan konsumen 
yang tetap membeli barang palsu walaupun mengetahui barang yang 
dibelinya palsu bukan lagi hal asing yang terjadi di Kota Makassar. 
Masyarakat mempunyai andil yang sangat penting dalam penegakkan 
hukum dan keefektivan suatu aturan hukum khususnya perlindungan 
merek. Banyaknya permintaan dari konsumen menyebabkan banyaknya 
pelanggaran merek.  
TABEL 5. 
Tanggapan Responden Tentang Mendapatkan Manfaat 
Dari Adanya Perdagangan Barang Bermerek Palsu 
No. Jawaban Jumlah 
1 Ya 35 
2 Tidak 15 
Jumlah  50 
Sumber: Masyarakat melalui pembagian kuesioner ±1 bulan  
(hasil survei 2014) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari hasil 50 
responden  pada Tabel 5, 35 orang mendapatkan manfaat dari adanya 
perdagangan barang-barang palsu , dan 15 orang tidak mendapatkan 
manfaat karena mereka sama sekali tidak pernah membeli barang palsu. 
TABEL 6. 
Tanggapan Responden Tentang Setuju Tidaknya Jika Penjualan Barang 
Palsu Dihentikan 
No. Jawaban Jumlah 
1 Setuju 15 
2 Tidak setuju 35 
Jumlah  50 
Sumber : Masyarakat melalui pembagian kuesioner ±1 bulan 
(hasil survei 2014) 
 Sedangkan pada Tabel 6, 35 orang tidak setuju kalau peredaran 
barang palsu dihentikan sedangkan 15 orang setuju kalau peredaran 
barang palsu dihentikan karena mereka sama sekali tidak mendapatkan 
manfaat dari adanya peredaran barang palsu. 
Bagi mereka yang mempunyai ekonomi menengah kebawah sulit 
untuk membeli barang-barang yang asli karena harga barang-barang yang 
asli lumayan mahal jika dibandingkan dengan barang-barang yang palsu. . 
Terkadang masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas pun 
cenderung untuk membeli barang palsu dibandingkan membeli barang 
yang asli. Mereka berpendapat bahwa mengapa harus membeli barang 
yang lebih mahal jika ada yang lebih murah. Pemikiran-pemikiran seperti 
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ini harusnya dapat dirubah dan masyarakat dapat saling menghargai agar 
terjadi harmonisasi dan pelakasanaan perlindungan hukum dapat berjalan 
sesuai dengan tujuan. Harga masih menjadi alasan utama bagi sebagian 
besar masyarakat untuk lebih memilih barang-barang palsu dibandingkan 
yang asli hal ini membuat masyarakat semakin tergantung dengan 
memakai barang-barang palsu.  Dengan menggunakan merek terkenal 
tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka terlepas dari yang 
dibelinya itu asli atau palsu. 
Begitu pun juga pelaku usaha, banyaknya pelaku usaha kurang 
sadar bahwa menjual barang-barang palsu merupakan pelanggaran dan 
mereka dapat dipidana, ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian penulis 
setelah membagikan kuesioner ke pedagang di MTC, Karebosi Link, dan 
Pasar Butung. 
TABEL 7. 
Tanggapan Responden Tentang Mengetahui Bahwa Barang-Barang 
Palsu Yang Dijualnya Merupakan Pelanggaran ( Pasal 94 Undang-
Undang Merek). 
No. Jawaban Jumlah 
1 Ya 21 
2 Tidak 9 
Jumlah  30 
Sumber : Pedagang hasil pembagian kuesioner ±1 bulan  
(Hasil survei 2014) 
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 Dari hasil penelitian di atas dari 30 pedagang , 21 pedagang 
mengetahui bahwa menjual barang-barang palsu merupakan pelanggaran 
dan 9 pedagang tidak mengetahui bahwa menjual barang-barang palsu 
merupakan pelanggaran. Hal tersebut membuktikan bahwa memang 
pengetahuan hukum  dan kesadaran hukum pedagang masih rendah. 
Dibuktikan bahwa para pedagang sadar bahwa menjual barang palsu 
merupakan pelanggaran tetapi mereka tetap menjual itu artinya mereka 
sadar tetapi tidak taat. 
 Jika para pedagang dan juga masyarakat selaku pembeli 
mengetahui serta memahami peraturan yang berlaku maka tingkat 
pelanggaran merek pasti akan lebih sedikit terjadi. 
 
B. Upaya yang dilakukan Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi 
Selatan Dalam Menekan Angka Pelanggaran Merek yang Terjadi 
di Kota Makassar. 
1. Disperindag 
Adapun langkah-langkah konkrit yang dilakukan Disperindag Kota 
Makassar dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni: 
a. Pengawasan Berkala  
Pengawasan berkala ialah pengawasan secara rutin dilakukan setiap 
2 bulan sekali dalam meninventarisir terhadap barang-barang yang tidak 
sesuai dengan standar. 
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Barang-barang yang tidak sesuai standar ini merupakan barang-
barang yang tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) , dan 
tidak sesuai dengan mereknya. Barang yang tidak sesuai dengan standar 
ini oleh pihak Disperindag diamati secara kasat mata dan membeli sample 
yang diduga barang palsu di tiga (3) tempat berbeda. Setelah 
mendapatkan hasil bahwa benar barang yang dibeli itu merupakan barang 
palsu maka pihak Disperindag melakukan pengawasan khusus. 
b. Pengawasan Khusus 
Pengawasan khusus ialah pemeriksaan yang dilakukan pihak 
Disperindag seteleh melakukan uji klinis terhadap barang palsu dan 
mendapati bahwa barang yang dijual oleh pedagang itu palsu. Tindakan 
ini diambil sebelum mengambil tindakan hukum. Setelah memang benar 
dinyatakan bahwa pedagang tersebut menjual barang palsu maka diberi 
surat pernyataan untuk tidak lagi menjual barang-barang yang tidak 
sesuai dengan standar (barang-barang palsu) dan ketika mengulangi 
kembali menjual barang-barang palsu maka akan diberi tindakan hukum.  
 
2. Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM bagian Pelayanan Hukum Hak Kekayaan 
intelektual, pihak dari Kanwil sering melakukan sosialisasi secara 
langsung, memasang iklan, pameran, himbauan-himbauan kepada 
masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran merek dan juga 
  68 
 
mengadakan seminar setiap tahun bekerja sama dengan Disperindag 
antar kabupaten. 
Sebagai bukti yang diberikan pihak Kanwil ialah pada Tanggal 27-28 
Maret 2014 memberikan sosialisasi ke MTC, Mall Panakukang, dan 
Karebosi Link yang dilakukan oleh Pihak Dirjen HKI Jakarta yang datang 
secara langsung untuk memberikan sosialisasi untuk tidak menjual barang 
palsu dan memberikan surat kepada pelaku usaha untuk diperingatkan 
untuk tidak melakukan kegiatan penjualan, memperbanyak dan 
mempenggunaan produk yang melanggar hak kekayaan intelektual. 
Penulis kemudian mencari data yang relavan dengan apa yang 
didapatkan di Disperindag dan Kanwil Kemeterian Hukum dan HAM 
dengan membagikan kuesioner kepada pelaku usaha dengan pertanyaan 
apakah mereka pernah mengikuti sosialisasi UU No. 15 tahun 2001 dan 
hasilnya sebagai berikut : 
TABEL 8. 
Tanggapn  Responden Pernah Atau Tidaknya  Mengikuti Sosialisasi 
UU NO 15 TAHUN 2001 
No. Jawaban Jumlah 
1 Ya 4 
2 Tidak 26 
Jumlah  30 
Sumber: Pelaku usaha melalui pembagian kuesioner ±1 bulan 
   (hasil survei 2014) 
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Berdasarkan hasil kuesioner diatas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 30 responden, terdapat 4 responden yang pernah mengikuti 
sosialisasi UU No.15 Tahun 2001 dan sebanyak 26 responden yang tidak 
pernah mengikuti sosialisasi UU No. 15 Tahun 2001. Dengan adanya data 
diatas maka dapat dikatakan bahwa pihak dari Kanwil dan Disperindag 
sudah sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat namun belum 
menyeluruh sehingga pengetahuan masyarakat mengenai UU No. 15 
Tahun 2001 masih kurang mereka hanya sekedar tahu tetapi kesadaran 
akan tidak melakukan hal yang melanggar masih kurang.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum 
efektif. Didalam Undang-Undang Merek mengatur pelaku usaha 
untuk mendaftarkan mereknya dan mendapat perlindungan 
terhadap merek yang didaftarkan. Namun kenyataannya di 
lapangan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek 
sehingga undang-undang yang seharusnya melindungi pelaku 
usaha menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan 
tidak efektifnya Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang 
Merek terhadap perdagangan barang-barang bermerek palsu di 
Kota Makassar ialah : 
a. Faktor hukum : pemerintah dalam membuat Undang-Undang 
sepertinya kurang memperhatikan satu hal yang penting yaitu 
bahwa tingkat perekonomian masyarakat masih rendah kalau 
dibandingkan denda yang mengacu pada Undang-Undang 
Merek Pasal 94 yaitu Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah), dan juga pada Pasal 95 di jelaskan bahwa 
pelanggaran merek merupakan delik aduan. Tanpa adanya 
pengaduan dari pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya 
mencegah penjualan barang-barang  palsu di pasaran yang 
beredar di masyarakat.  
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b. Penegak hukum : kurang tegasnya aparatur pemerintah 
dalam menegakkan hukum terkhusus mengenai 
perdagangan barang bermerek palsu yang beredaran di 
pasaran terhadap kebijakan yang diambil dikarenakan 
mempunyai kepentingan masing – masing dan kurangnya 
komunikasi antar kementerian. 
c. Sarana dan fasilitas : masih kurangnya tenaga kompeten 
dalam bidang merek yang bekerja di Disperindag menjadi 
kendala dalam proses penegakkan dan perlindungan hukum 
merek. Minimnya tenaga ahli di bidang merek membuat 
proses pembinaan kepada para pedagang/pelaku usaha 
menjadi terhambat. 
d. Kesadaran hukum masyarakat : masih banyaknya pelaku 
usaha yang menjual barang palsu dan masyarakat yang 
membeli barang palsu membuat pelanggaran merek semakin 
marak terjadi. Kebanyakkan dari mereka tidak mengetahui 
bahwa menjual barang palsu merupakan pelanggaran. Hal 
tersebut membuktikan kurangnya pengetahuan hukum dan 
kesadaran hukum masyarakat.  
 
2. Upaya yang dilakukan Disperindag  dalam menurunkan angka 
pelanggaran merek yang terjadi di Kota Makassar meliputi 
pengawasan berkala dan khusus namun upaya-upaya tersebut 
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belum maksimal, karena pengawasan yang dilakukan 
Disperindag lebih mengkhususkan pada barang-barang 
elektronik sedangkan barang-barang lain seperti tas, baju, 
sepatu kurang diawasi perdagangannya. Sedangkan upaya yang 
dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham meliputi 
sosialisasi secara langsung, memasang iklan, pameran, 
himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan 
pelanggaran merek dan juga mengadakan seminar setiap tahun 
bekerja sama dengan Disperindag antar kabupaten. Tetapi 
dalam menjalakan upaya tersebut belum memperoleh hasil yang 
maksimal. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh 
Disperindag dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dikarena 
sumber daya manusia yang menangani tentang merek masih 
kurang sehingga upaya tersebut masih kurang efektif dan  
menyebabkan  pelanggaran merek masih terus berlangsung. 
 
B. SARAN  
1.   Aparat penegak hukum harusnya bersikap lebih proaktif dalam 
menangani kasus pelanggaran merek sehingga tidak perlu 
menunggu adanya laporan/aduan dari pemegang hak merek. 
Selain itu Disperindag selaku lembaga yang berwenang dalam 
melakukan pengawasan pelanggaran perdagangan barang palsu 
harus lebih sering mengadakan razia terhadap pedagang yang 
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menjual barang-barang palsu dan memberikan sanksi yang lebih 
tegas dan menegakkan atau penerapan sanksi secara nyata.  
2. Upaya yang harus dilakukan adalah terus mendorong kesadaran 
hukum masyarakat sehingga dapat menjadi ketaatan hukum. 
Dengan lebih menekan kepada masyarakat bahwa menjual dan 
membeli barang palsu merupakan pelanggaran dengan 
memberikan lebih sering melaksanakan sosialisasi secara  
menyeluruh diharapkan dapat menimalisir pelanggaran merek. 
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